KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   158 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN  

UMUM KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  53 tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 38 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan badan Pengawasan daerah  yang meliputi Bagian dan sub Dinas, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tanggan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha  mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha;

b. Pelaksanaan urusan umum dan Kerumahtanggan Dinas;

c. pengelolaan, administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan administrasi keuangan;

e. pengelolaan  peralatan dan perlengkapan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan.

.

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian;

d. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian umum mempunyai tugas  melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,pemeliharaan kantor dan kebersihan lingkungan kantor serta pengelolaan perpustakaan dan inventarisasi barang-barang; 

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, absensi pegawai dan hak dan kewajiban pegawai.

(4)   Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola, menyimpanan pendistribusian dan pemeliharaan  peralatan dan perlengkapan

Bagian Kedua

Bidang Bina Program

Pasal 6

Sub Dinas Bina Program mempunyai  tugas menyusun perencanaan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan pembangunan di bidang Bina Marga dan Cipta Karya melalui pengumpulan, pengolahan, perumusan dan analisis data, mengevaluasi dan mengendalikan program dan anggaran Bina Marga dan Cipta Karya, menyusun laporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepal Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data perencanaan dan program;

b. penelitian dan pengembangan program kerja dan system perencanaan program;

c. Penyusunan program dan anggaran;

d. Monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan program dan anggaran;

e. Penyusunan naskah laporan dan statistik hasil perencanaan program dan anggaran.

Pasal 8

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

a. Seksi Program dan Anggaran Cipta Karya;

b. Seksi Program dan Anggaran Bina Marga;

c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Cipta Karya dan Bina Marga.

Pasal  9

(1) Seksi Program dan Anggaran Cipta Karya mempunyai tugas  menyiapkan dan menyusun program dan anggaran jangka menengah dan tahunan bidang Cipta Karya, menyusun daftar isian proyek serta menyusun skala prioritas pembangunan bidang Cipta Karya.

(2) Seksi Program dan Anggaran Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun program dan anggaran jangka menengah dan tahunan bidang Bina Marga, menyusun daftar isian proyek serta menyusun skala prioritas pembangunan bidang Bina Marga.

(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Cipta Karya dan Bina Margamempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran bidang Bina Marga dan Cipta Karya, menyusun laporan rekapitulasi pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum setiap bulan, Triwulan dan tahunan.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Bina Marga

Pasal 10

Sub dinas Bina Marga  mempunyai tugas melaksanakan program dan anggaran di bidang Bina marga, menyusun rencana teknis, rencana kerja pelaksanaan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan peningkatan jalan penggantian jembatan, pembuatan jalan dan jembatan, penanggulangan bencana alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Sub dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis , program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Bina Marga;

b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;

c. Pengawasan pemanfaatan jalan beserta fsilitasnya;

d. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;

e. Pemeliharaan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, rehabilitasi jalan dan jembatan serta pembangunan jalan dan jembatan;

f. Pengumpulan data dan laporan pelaksanaan bidang Bina Marga. 

Pasal 12

Sub dinas Bina Marga terdiri dari :

a. Seksi Perencanaaan Teknis;;

b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;

c. Seksi Pembangunan dan penggantian Jembatan;

d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;.

Pasal 13

(1) Seksi Perencanaaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknisdan data penunjang program jalan dan jembatan serta pengelolaan dan pemutahiran leger jalan; 

(2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan jalan serta pengelolan alat bert dan pengelolaan pohon perindang jalan;

(3) Seksi Pembangunan dan penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan;

(4) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan, pengendalian kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, perizinan penerangan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Bagian Keempat

Sub Dinas Cipta Karya

Pasal 14

mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan di bidang pembangunan gedung, teknis penyehatan linkungan pemukiman dan air bersih.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis dan program pelaksanaan di bidang cipta karya.;

b. Pengawasan, pengendalian dan Pelaksanaanpekerjaan di bidang cipta karya;

c. Melaksanakan pengaturan dan bimbingan telnis pembangunan perumahan serta prasaranan dan fasilitas lingkungan pemukiman;

d. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung

e. Pelaksanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah, drainase daerah pemukiman, pelayanan kebersihan dan penyediaan air bersih serta fasilitas lingkungan perkotaan dan pedesaan

f. Pengelolaan gedung-gedung Pemeritah dan Rumah Dinas dan atau Rumah Jabatan

Pasal 16

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Teknis;

b. Seksi Pembangunan Gedung;

c. Seksi Perumahan dan Pemukiman;

d. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 17

(1)  Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis, program serta pengelolaan dan pemutahhkiran data leger bangunan

(2) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, perumahan dan gedung, pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintahan;

(3) Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pmelaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan perumahan,lingkungan pemukimankhusus dan pengelolaan rumah dinas dan atau rumah jabatan serta perizinan layak huni, rumah dinas dan atau rumah jabatan

(4) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan bantuan teknis dan melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana di bidang teknis penyehatan lingkungan meliputi urusan air bersih, air buangan, kebersihan, pertamanan serta pemakaman. 

Bagian Kelima

Sub Dinas Tata Kota dan Tata Daerah

Pasal 18

Sub Dinas Tata Kota dan Tata Daerah mempunyai tugas melaksanakan perijinan bangunan, melaksanakan pengawasan pembangunan, pengamalnan garis sempadan, perencanaan kota yang meliputi daerah perencanaan tata kota dan tata daerah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Tata Kota dan Tata Daerah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemberian ijin mendirikan bangunan pemerintah, swasta dan umum;

b. Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten;

c. Penyuluhan rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Ruang (RTR) dan Rencana Induk Sistem;

d. Pelaksanaan pengawasan bangunan, pengamanan garis sempadan dan pengamanan perencanaan kota.

Pasal 20

Sub Dinas tata Kota dan tata Daerah terdiri dari :

a. Seksi tata Ruang;

b. Seksi ijin Mendirikan Bangunan;

c. Seksi Pengawasan dan pengendalian Bangunan;

d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Kerja;

Pasal 21

(5) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan penataan tata ruang kota dan tata daerah yang meliputi penyuluhan Rencana Detail Tata ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang (RTR);

(6)  Seksi ijin Mendirikan Bangunan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan permohonan ijin, eksaminasi gambar, perhitungan konstruksi dan peninjauan lokasi bangunan serta memproses penyelesaian ijin Memdirikan Bangunan (IMB) sesuia peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(7) Seksi Pengawasan dan pengendalian Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayah perkotaan dan pengembangan kota meliputi pelaksanaan pembangunan umum, swasta dan pemerintah, pemasangan nomor reklame serta penerbitan bangunan liar di jalur jalan baik di dalam maupun di luar wilayah rencana kota.

(8)  Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Kerja mempuyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

Bagian Keenam

Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPDT)

Pasal 22

(1) UPDT Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan usaha kebersihan dan pertamanan yang meliputi penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan  segala macam dan jenis sampah mengelola lokasi pembuangan sampah akhir dan melaksanakan pengadaan taman, perawatan taman dan lapangan olah raga, memungut retribusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(2) UPDT laboratorium jalan dan pengelolaan AMP mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan laboraturium jalan, mengelola AMP dan pengembangan teknologi campuran aspal serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketuju

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membangtu Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap petugas jabatan fungsianol dilakuklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

URAIAN TUGAS
Pasal 24

Uarai tugas masing-masing unit kerja diatur tesendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 38 TAHUN 2001

